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Mattessan Uma di Enrekang: Bagi Hasil Pertanian 
Berbasis Hukum Adat yang Berkeadilan dan 
Berkemaslahatan 
 
Muhammad Wahyuddin Abdullah27  
 Jhonny Akbar28  
Hadriana Hanafie29 
 
Kerjasama pertanian di Kabupaen Enrekang merupakan warisan dari leluhur (Papa’ Jolo) yang senantiasa 
dijaga, dipelihara, dan dilestarikan masyarakat setempat yang dikenal dengan nama Mattesan Uma. Mattesan 
Uma merupakan adopsi sistem pertanian tesang, yang diperoleh dari suku Bugis ketika Papa’ Jolo Desa Mampu 
merantau ke Tanru Tedong untuk menjadi buruh padi (pare/pariu), kemudian diadopsi dan dikembangkan di 
Kabupaten Enrekang hingga sekarang. Matttesan Uma merupakan implikasi dari hukum adat yang dilaksanakan 
berdasarkan kesepakatan atas dasar kepercayaan.  
Mattesan Uma pada petani Desa Mampu tidak terlepas keinginan menambah penghasilan tetapi tidak 
memiliki waktu untuk menggarap lahan pertanian. Petani penggarap tidak mempunyai biaya untuk membuka 
lahan tetapi memiliki tenaga yang kuat. Nilai kekerabatan (mesa’ kurin) dengan semangat tolong-menolong (saro 
mase) memotivasi membukakan lapangan pekerjaan untuk keluarga, tetangga, dan kaum kerabat lainnya. 
Falsafah hidup petani “piara laloi to passiturutan lako lalan kameloan to dipukassing kita’ solangasan”, yang 
artinya jagalah kebersamaan menuju jalan kebenaran yang baik untuk kita semua, senantiasa diterapkan petani 
yang melahirkan perasaan gembira saat pesta panen yang diikuti petani lainnya, tanpa mengharapkan imbalan 
apapun sebagai wujud budaya gotong-royong.  
Dalam pelaksanaan Mattesan Uma, pemilik lahan dengan sukarela menyerahkan lahannya untuk digarap 
oleh petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil pada waktu panen tiba. Penggarap pun dengan sukarela 
menerima lahan tersebut untuk digarap dan menghasilkan. Kedua belah pihak tersebut tidak ada keterpaksaan 
untuk melakukan kerjasama. Begitupun dengan hasil akhir usaha yang dilakukan semata-mata diserahkan kepada 
Allah SWT sebagai pemberi keputusan yang mutlak. Nisbah hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan tanpa 
adanya tekanan atau paksaan dan relevan dengan akal sehat. Nisbah berbasis kesepakatan ini telah menjadi 
tradisi yang berpijak kemanfaatan dunia dan akhirat.  
Mattesan Uma yang digunakan petani di Enrekang ini dikenal dengan skema bagi untung nisbah 50:50 
(1:1). Skema bagi untung tersebut untuk kerjasama pertanian yang dilakukan kedua belah pihak, pengelolaan 
tanah dilakukan petani penggarap, dan pemilik lahan melakukan kesepakatan membagi hasil pertanian saat 
panen. Dalam pengelolaan tanah, petani pengelola mempunyai hak untuk menanam bibit, memelihara tanaman, 
memberi pupuk tanaman, melakukan pengairan, dan memanennya. Pemilik lahan menyediakan lahan, 
permodalan, bibit, dan biaya-biaya lainnya terkait kebutuhan pengolahan lahan petani penggarap.  
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Ketika terjadi gagal panen yang mengakibatkan kerugian sehingga modal yang dikeluarkan tidak 
mencukupi untuk dikembalikan kepada pemilik lahan, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh 
pemilik lahan dan petani penggarap mendapat santunan berupa uang duka (asse penawa) dengan besaranya 
tergantung dari keikhlasan hati (canning ati) pemilik lahan. Pemilik lahan menentukan besaran uang duka, 
dihitung dari besarnya bibit yang ditanam, jika petani menanam bibit 1 pikul (1 pikul = 100 kati = 61.67 kg), maka 
besaran uang duka yang diberikan kepada petani penggarap sebesar Rp 500,000, dan ketika menanam bibit di 
atas 1 pikul maka besaran uang duka yang diberikan mencapai jumlah Rp 1,000,000. 
Pemilik lahan berani menanggung risiko dan memberikan santunan berupa uang duka kepada petani 
penggarap untuk menghargai usaha yang telah digunakan petani penggarap dan untuk kelangsungan hidup petani 
penggarap. Umumnya, pemilik lahan tergolong kelompok yang memiliki penghasilan lebih. Pemilik lahan ketika 
rugi masih memiliki pendapatan dari pekerjaan yang lain dibandingkan dengan petani penggarap, yang hanya 
mengharapkan hasil dari kerjasama bagi hasil tersebut. Santunan uang duka berfungsi mengganti penghasilan 
akibat kerugian kerja (tenaga) yang telah dilakukan dan membantu pemenuhan kebutuhan hidup petani 
penggarap yang tidak mempunyai sumber penghasilan lain.  
Ketentuan nisabah kerjsama pertanian yang digunakan petani di Desa Mampu Kabupaten Enrekang ini 
tidak lagi berpedoman pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 yang mengatur perjanjian bagi hasil antara pemilik 
tanah dan penggarap lahan. Namun, Mattesan Uma mengedepankan adat kebiasaan yang turun-temurun 
dilakukan dan berjalan baik sampai sekarang. Skema bagi hasil mattesan uma dilandasi semangat tolong-
menolong (saro mase) dan dipandang menguntungkan kedua belah pihak. Nisbah bagi hasil mengharuskan 
kesamaan porsi (fifty-fifty). Petani penggarap memiliki rasa tanggung jawab penuh dengan lahan garapannya, 
sedangkan pemilik lahan merasa puas dengan apa yang dilakukan petani penggarap.  
Nisbah bagi hasil kesamaan porsi yang unik tersebut pada dasarnya memenuhi aspek keadilan sosio-
ekonomi. Kerugian petani penggarap yang mendapatkan santunan uang duka merupakan bentuk empati pemilik 
lahan turut merasakan kegagalan panen. Bagi hasil Mattesan Uma dipandang lebih unggul dari sisi syariahnya dan 
lebih memberikan rasa keadilan dan kemaslahatan bagi petani. Mattesan Uma dilakukan bukan semata-mata 
untuk memperoleh kuntungan sebesar-besarnya tetapi lebih kepedulian dengan sesama yang terjalin dalam 
falsafah hidup masyarakat Enrekang. Keterkaitan faktor ekonomi, sosial, kearifan lokal, dan religius petani 
mendasari kokohnya Mattesan Uma ini.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
